PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR /7@ TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGS], SERTA
TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya
telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan

fungsional;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf
b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi

Jabatan  Fungsional,  mengamanatkan  bahwa
penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;

¢. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang
dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja
pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan
birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke

dalamjabatan fungsional,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana =
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perbu = =
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keduduka_n,' Lo
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata . =
Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi =~

Kalimantan Barat;




Mengingat

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara' '
Republik Indonesia Tahun 1943; '

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 ‘Lemang*-'_
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom - Provinsi -
Kalimantan Barat, Kalimantan - -Selatan --'__"dah ;
Kalimantan Timur (Lembaran Negara & Republik-

Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); -

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ‘tentang -
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara EERER S

Republik Indonesia Nomor 4774), E
Undang-Undang Nomor 43 Tahun - 2009 tentanb

Kearsipan (Lembaran Negara . Republik “Indonesia: B
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara SRR

Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara- Repubhk L

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2{)14" 'tenfaﬁg”.' .
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk' SRR
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan‘_ SR

Lembaran Negara Republik Indonesia” Nomor 5587)"

sebagaﬁnana telah diubah beberapa kali dan- i:erakhlr " : FEte
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republzk'

Indonesia Tahun 2020 Nomor @ 245, Tambahan I

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657" 3) -
Undang-Undang Nomor 13 Tahun - 2018 tentang'. "

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam - -
(Lembaran Negara Republik Indonema Tahun 2018 S
Nomor 265, Tambahan Lembaran Nebara Repubhl{ SURUNE SRR

Indonesia Nomor 6291),

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 ten‘i:ang .
Pelaksanaan Undang- -Undang Nomor 43 Tahun 2009_ - 5
tentang = Kearsipan (Lembaran Negara Repubhk SR
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, ~Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55286)”
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2007 i
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Repubhk S
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Ta;mbahan- D

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

s e R e P

|
%




10.

11.

12.

13.

14.
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomwor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Menteri Pendaya.cunasn Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Daia_m
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia -
Tahun 2021 Nomor 525) '
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara .
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun -2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah =~
Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi

.
H

Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan =

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);




Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, -
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MEMUTUSKAN:

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSIL SERTA

TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN =

PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintahan Daerah adalah Zpenyekemggaraan urusar pemerihtahaﬁ _oiéla L T

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut-asas’ -

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan ' Republik Iﬁddriés’ia-.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara . Repubhk' GRE

Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unstr- peﬁyelenggara BNy

pemerintahan daerah yang melmmpm pelaksanaan urusan. pememn’cahan"“

yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kahmantan Bal at.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kahmantan Barat yang';__3. S
selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pememn‘t&h&n R Rt

di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kear31pan Prownsl B

Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kefgiatari tekﬂis" opéraSiohali ;
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Peipuutakaaﬂ dan:

Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah prof esi- bag1 | '- e
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan per ganjlan kelja yang SR B

bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjuinya dzsebu‘t Pegawai ASN : SHE
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah - dengan ‘perjan gzan'- SIS

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 1amnya f.ia:n

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PN3 adalah Warga ﬁegara SRR B
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sébagai Pegawsi ASN
secara tetap oleh pejabat pembma kepegawaian untuk mendudukl jabatan'

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah ‘sekelompok jabatan yang berlsl f m’1gs1 dan .

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admmzsi.rasa pemermtahan:

dan pembangunan.




13.

- 5.

Pejabat Administrasi adalah: Pegawai ASN yang menduduki Jabatan

Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

14.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan -

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25,

26.

27.

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada -

keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. -

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesua:aan/f n passmg "
pada jabatan fungsional yang setara. :

Perpustakaan adalah lllStlt“LlSl pengelola koleksi karya tulis; karya ceta.k e

dan/atau karya rekam secara professional dengan sistern yang baku guna '

memenuhi kebutuhan pend1d1kan penelitian, pelestarian,  inf ormasz, dan
rekreasi para pemustaka.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang - dzpm oleh .
melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta ‘mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan perpustakaan. _ :

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu per seorangan, kelompok i
orang, masyarakat, atau Iembaga yang memanfaatkan fasﬂrtas 1ayanan"“

perpustakaan

Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan atau '
karya rekam.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsap

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbageu bentulk dan ' b
media sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi ‘dan

komunikasi yang dibuat dan d}terlma oleh lembaga negara, pemermtahan* B

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi s

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehldupan ; -
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bldang kearmpan E
yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendzdﬁ{an dan
pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung Jawab S

melaksanakan kegiatan kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan keglatan mehpum e iiing 8
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. dalam ssuatu
sistemn kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya mamlsm, SE R

prasarana dan sarana, serta sumber daya lamnya

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara . langsung dalam o e

k egiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu terteutu

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan  oleh - pen(:lpta ars1p kaz ena:_- o s

memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 1etensmya dan” berketerangan e

dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung matpun tidak :. : ;  .
langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/at&u 1embaga[-.-_ S

kearsipan.

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses penﬁendahan ars1p dmalms_f'; S
secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi pen01ptaa.11 penggunaan dan ROEE ST

pemeliharaan, serta penyusutan arsip.
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28. Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara -
efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi,
pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu szstem
kearsipan nasional,

29. Pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan dan

keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya.

30. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyedzaan ars1p bagl
kepentingan pengguna arsip yang berhak.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan -di bawah daw

bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

BAB HI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal3

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan i
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas: pembantuan di

bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang~ L
undangan. '

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebaga;mana dimaksud daiam Pasal 3 Dmas o
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan program kerja di bidang perpustakaan dan kearszpan

b. perumusan kebijakan di bidang deposit, konservasi, peﬁgembaﬂgan kolekm e g
dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan pe'fpustakaan i
tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca,’ pelayaﬁan IR R

perpustakaan, pengawasan, pembinaan dan sistem’ informasi k:earslpan i
serta pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip, : :

c. pelaksanaan kebijakan di bidang deposit, konservasi, pengembangan e

koleksi dan  pengolahan  bahan  perpustakaan, - pengembangan
perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan’ kegemaran -
membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembinaan ‘dan - s1stem
informasi kearsipan, serta pengelolaan, layanan dan penlanfaam ar$1p,

d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang deposxt konserva31,

pengembangan  koleksi dan  pengolahan  bahan . perpustakaan, =

pengembangan perpustakaan tenaga perpustakaan . dan pembudayaan o
kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan pembmaan e

dan sistem informasi kearsipan, serta . pengelolaarn, Iayanan “dan o

pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan peruy ndang—undangan




-7 -

e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang deposit, konservasi,
pengembangan  koleksi dan  pengolahan  bahan  perpustakaan,
pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembinaan
dan sistem informasi kearsipan, serta pengelolaan, layanan dan
pemanfaatan arsip;

f.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang deposit, konservasi,
pengembangan  koleksi dan  pengolahan  bahan  perpustakaan,
pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan
kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembinaan
dan sistem informasi kearsipan, serta pengelolaan, - 1ayanan dan
pemanfaatan arsip;

g pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinetja Instansi
Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan .
. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh E
Gubernur di bidang perpustakan dan kearsipan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisgsi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. Kepala Dinas; |
b. Sekretariat;

c. Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan. Pengolahan
Bahan Perpustakaan;

d. Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaah dan
Pembudayaan Kegemaran Membaca; o

Bidang Pelayanan Perpustakaan; _

Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearmpan

Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip;

Unit Pelaksana Teknis; dan

T e e o

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2} Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran- yang S

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, -

mempunyal tugas memimpin, merumuskan, mengoordmasman ‘membina,
mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan
Dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan sesuai ketentuan peraturfm_ '
perundang-undangar,




-a-

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala
Dinas mempunyai fungsi : :

a.

penetapan program kerja di _bzdang deposit, konservasi, pengembangan_f - . L
koleksi dan  pengolahan = bahan  perpustakaan, . pengembangan = .

perpustakaan, tenaga perpustakaan dan- pembudayaan - kegemaran

membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembinaan dan s1stem" RN ERS

informasi kearsipan, serta pengelolaan, layanan dan pemanf aatan arszp,

perumusan kebijakan di bidang deposit, konservasi, pengembangan 1{01@1{31 T
dan pengolahan bahan perpustakaan,. pengembangar - peipustakaan, R
tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca pelayanan L
perpustakaan, pengawasan, pembinaan dan- 31stem 111f ormas1 I{earsrtpan

serta pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip;

penyelenggaraan kegiatan di bidang deposit,- konservam pengem‘bangan i e

koleksi dan  pengolahan = bahan perpustakaan pengembangan"_f

perpustakaan, tenaga perpustakaan dan - pembudayaan kegemaran .
membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembmaan dan s1stem S ;
informasi kearsipan, serta pengelolaan, layanan dan pemanfaatan armp_':

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan

pelaksanaan pengoordinasian  kegiatan di- bldang deposft konservaSl
pengembangan  koleksi dan  pengolahat - bahan perpustakaan R
pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan;
kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasai, pembinaan =~
dan sistemn informasi kearsipan, serta pengelolaan; ana_nan__.______dan:-_*;__a;.;. e

pemanfaatan arsip;

pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang _dep0§it' konservasi,
pengembangan  koleksi dan  pengolahan - bahan perpustakaan i
pengembangan perpustakaan, -tenaga perpustakaan dan’ pembudayaan‘z'f-_"_'-5._ e
kegemaran membaca, pelayanan perpustakaan, pengawasan, pembmaanf;}f’

dan sistem informasi kearsipan, serta pengelolaan, layanan | ci_a;fl-_ SR

pemanfaatan arsip;

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan f ungsi ch hngkungan Dmas, 2
pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi blrokra&,‘_ P
Sistem Alkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan _peiayana;f;*_:;’_-_-_.__-_f_' SR

publik di lingkungan Dinas;

pelaksanaan evaluasi dan peiaporan terhadap penyelenggaraaﬁ keglatan ch ST f :
bidang deposit, konservasi, pengembaﬁgan Koleksi dan pengolahan bahan'.:_'.'f._'i gty
perpustakaan, pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan dan':":f o i
pembudayaan kegemaran = membaca, pelayanan perpustakaan G
pengawasan, pembinaan dan sistem - informasi - kearsman, g _serta_' e

pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip;

pemberian saran dan pertimbangan kepada- Grubernm bezkenaaﬂ dengem_. s
perumusan kebijakan di bidang deposit, konservasi, pengembangan koleksfﬁ}*‘ s

dan pengolahan bahan per pustakaan pengembangan perpustakaan S
tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca pelayananf G
perpustakaan, pengawasan, pembinaan dan’ sistem’ mfomasz kearsrlpan S

serta pengelolaan, layanan dan pemanfaatem arsip; dan

i H H




9.
j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan

dan kearsipan yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin -

oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada -

Kepala Dinas,

Pasal O

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebi jakaii i

bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan

dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh keglatan -
pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,"Selé:re"t'arié~t_'
mempunyai fungsi :
a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja s
monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keua.ngan dan aset;

c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana keria, momtormg daﬁ'-- ity

evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset; _ O
d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana k erja,-

monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di o

lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan, _
e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang 1°encana ker ja,'

monitoring dan evaluasi, wmum dan aparatur, serta keua.ngan dan &set di

lingkungan Dinas;

f  penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja i Imgkungan-'
Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birok rasi, Sistem’ Akuntabtlhtas :'._:
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan pubhk di 11ngkungan e

Dinas;

h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di- hngkungan o
sekretariat;

i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dmas berkenaan '_'::'

dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;

J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan"' __ L

tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang dlserahkan oieh 3

Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
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Pasal 11

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi Sub Bagian
Umum dan Aparatur.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Sekretaris.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1}, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang
umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub
Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana Kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;

b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang -
umum dan aparatur di ingkungan Dinas;

¢. pelaksanaan urusan di bidang umum dan aparatur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi d1 o
lingkungan sekretariat; :

e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang
umum dan aparatur;

f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub
Bagian Umum dan Aparatur;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; dan

i.  pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan |
oleh sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi
dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pagal 14

Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢, dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab -
kepada Kepala Dinas.
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Pasgal 15

Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan
Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan telknis di bidang deposit, konservasi, pengembangan koleksi dan
pengolahan bahan perpustakaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh
kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang deposit, konservasi,
pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang

Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan

Perpustakaan mempunyai fungsi : '

a. penyusunan program kerja Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan
Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang deposit,
konservasi, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan; .

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang deposit, konservasi, . -

pengembangan koleksi dan . pengolahan bahan perpustakaan “sesuai o
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah d1 bidang
deposit, konservasi, pengembangan koleksi dan pengolahan bahan .
perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang deposﬂ: L

konservasi, pengembarngan koleksi dan pengolahan bahan’ perpustakaan S
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di

bidang deposit, konservasi, penigembangan koleksi dan pengolahan bahan [

perpustakaan sesual ketentuan peraturan perundang- undangan -
g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ber kenafm- .

dengan tugas dan fungsi di bidang deposit, konservasi, pengembangan- e

koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan' -
tugas di bidang deposit, konservasi, pengembangan koleksz dan e
pengolahan bahan perpustakaan; dan '

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di- bidamg"

deposit, konservasi, pengembangan koleksi dan  pengolahan bahatn

perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam -
Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan
dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 17

Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan’ Pembudayaan |
Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang vang berada di ‘bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
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Pasal 18

Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan
kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan,
pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan dan
pembudayaan kegemaran membaca serta bertanggungjawab memimpin
seluruh kegiatan pelayanan dapn administrasi di bidang pengembangan
perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang
Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga
Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan -
dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan tenags
perpustakaan, pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan dan

pengembangan perpustakaan termasuk perpustakaan pada’ Satuan
Pendidikan  Menengah, pembinaan dan pengembangan - tenaga
perpustakaan termasuk tenaga perpustakaan pada Satuan . Pendldakan_--

Menengah, pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca sesuaj" o B

ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 'bidang .
pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan

pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan dan pembudayaan‘

kegemaran membaca sesuai ketentuan peraturan per undaﬁg—uﬁdangan, -

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi -di® bidang .

pembinaan dan  pengembangan perpustakaan, pembmaan “dan

pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan dan pembudayaan BN AR

kegemaran membaca;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fu11g51 ch'

bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan, pembinaan dan

pengembangan tenaga perpustakaan pengembangan dan’ pembudayaan-_
kegemaran membaca sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; °

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan -
dengan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengembangan L
perpustakaan, pembinaan dan pengembangan tenaga - perpust&kaaﬁ

pengembangan dan pembudayaan kegemaran membaca;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiaksanaaﬁ s

tugas di bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan;. pernbmaa.n"'_
dan  pengembangan  tenaga  perpustakaan, pengembangan dan
pembudayaan kegemaran membaca, dan .

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas & bl,dang'

pengembangan P@fpustakaan tenaga perpustakaan . dan pembudayaan_ :

kegemaran membaca sesual ketentuan peraturan perundang—undaﬂgan '
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Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Perpustakaan

Pasal 20

Bidang Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

hurufe, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di’ bawah dan'_.'._ :

bertanggtngjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan: ‘bahian dan

merumuskan kebijakan teknis di bidang layanan perpustakaan, oiomasz dan

teknologi informasi, alih media, serta bertanggungjawab memlmpm seiuruh

kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pelayanan: perpustakaan

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da.iam Pasal 21 Badang SRR E

Pelayanan Perpustakaan mempunyai fungsi : :
a. penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Perpustakaan _:

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang - layanan'
perpustakaan, otomasi dan teknologi informasi, serta alih media, S

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang layanan pe:L pustakaan
otomasi dan teknologi informasi, serta alih media sesual ketentuan’ o

peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemermiah daerah i bzdang '

layanan perpustakaan, otomasi dan teknologi informasi, ser'ta ahh medza R EEe

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsz di bzdang layanan'

perpustakaan, otomasi dan teknologi informasi, serta. ahh media;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas- da;n f ngm di -
bidang layanan perpustakaan, otomasi dan teknologi infl ormasa, serta ahh" '
media sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; '

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dlnas berkenaan
dengan tugas dan fungsi di bidang layanan perpustakaan otoma& dan. '

teknologi informasi, serta alih media;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap peiéksaﬁaé;h_{_'___ o
tugas di bidang layanan perpustakaan otomasi dan telmolog1 mformasz R

serta alih media; dan

t. pelak sanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dmas dl bzdang: S
pelayanan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundaﬂg- RN

undangan.
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Bagian Kedelapan
Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan

Pasal 23

Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1} huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijpkan teknis di hbidang
pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistermn informasi kearsipan.
serta  bertanggungjawab memimpin seluruh  kegiatan pelayanan = dan
administrasi di bidang pengawasan, pembinaan dan sistém informasi
kearsipan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang
Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem
Informasi Kearsipan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bhidang pengawasan
kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistem informasi kearsipan; _

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan kearsipmi,-
pembinaan kearsipan dan sistem informasi kearsipan sesuai kétentuan
peraturan perundang-undangan; _

d. pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistem = informasi
kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di 'bidang': g

pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sisfem informasi

kearsipan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistem informasi
kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas ‘berkenaan

dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan kearsipan, pembinaan

kearsipan dan sistem informasi kearsipan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap 'pelaksanaah'

tugas di bidang pengawasan kearsipan, pembinaan kearsipan dan sistem
informasi kearsipan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang

pengawasan, pembinaan dan sistem informasi kearsipan sesuai ketentuan-
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kesembilan
Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Pasal26

Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1} huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasall?

Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas
menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, layanan dan pemanfaatan arsip serta -
bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di
bidang pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang
Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan
Arsip;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengeiola&ri -
arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan dan pemanfaatan
arsip;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan arsip
dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan dan pemanfaatan arsip -
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang .
pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan dan
pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi d bidang -

pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan dan
pemanfaatan arsip,

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
bidang pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta layanan
dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan -
dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan
arsip statis, serta layanan dan pemanfaatan arsip;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip
statis, serta layanan dan pemanfaatan arsip; dan

i pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bldang'

pengelolaan, layanan dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

(1} Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf h dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

(2) Unit Pelak sana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 30

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerj
Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf i, yang diangkat berdasarkan penyétaraan: jabatan
melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan
pelayanan teknis fungsional.

(2) Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan
sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari kementerian
terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada .
Pejabat Administrator.

(4) Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan _pényetaraan '
dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional, dapat ditetapkan Koordinator dan/atau Sub -Koordinator

Kelompok Jabatan Fungsional untuk tugas atau fungsi tertentu yang

dipimpin oleh pejabat fungsional atau oleh pejabat pelaksana senior yang

ditunjuk, sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Koordinator dan/atau Sub Koordinator Jabatan
Fungsional. : '

(5) Penetapan, rincian tugas dan fungsi koordinasi, tugas tambahan - serta

pengelolaan kegiatan Koordinator dan/atau Sub Koordinator Kelompok o
Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih 5
lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah sesuai ketentuan e

peraturan perundang-undangan.




(1)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 32
Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat _ melalui

penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat

Administrator, atau Pejabat Pengavwwas vang memiliki keterkaiian den‘g'an" B
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesua& :

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada _'aya't' :_:(1) '

memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional vyang berdasarkan
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-»' '

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai Kketentuan’
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pada masa transisi, Pejabat Administrasi yang belum diangkat dan dllantlk_-'_f T
kedalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyeiaraan ‘jabatan .

diberikan penghasilan yang sama dengan jabatan ‘yang: didudukl'
sebelumnya sampai dengan ditetapkannya  ketentUan - _per_atm an
perundang-undangan mengenai ketentuan penghasilan - Penyetaraan
Jabatan. :

Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan
dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya- 'S&ﬁipai

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaamana dlmaksud
pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan’

Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan —perundang- =

undangan yang mengatur mengenai kelas Jabatan Fungsional tersebut. -

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 34 _
Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur daii '}:’égawai ‘ASN |

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan - perundang«
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat darz Pegawaa ASN o

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang— i

undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhaﬁiié:an :-syarat": '
dan kompetensijabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabétan bagi

Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan

v ff :




(5)

(1)

(2)

(3)

(3)
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Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas disusun sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan
mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesual dengan bidang
tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai
penyederhanaan birokrasi berlaku.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan
yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan .
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima

persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Argka Kredit,
yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan
pengembangan profesi.

BABV
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 36

Kepala Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, men'g’aw&éi,
mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja - kepada
bawahannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi ._dén_ :
sinkronisasi, baik di lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fung’éi -pen_g’éxwaéein B
di lingkungan Dinas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan

untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal37

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya 'd'an E

memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Dael ah- S

perihal kebijakan yang dztetapkan,
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(2) Kepala Dinas wajib menyampaﬂ{an Lapo:raﬁ Kmm}a 1<:epada Gubex nurl A

melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun Sesual' SR D

ketentuan peraturan perundang-undangan. . o _
(3) Setiap Pejabat di lingkungan Dinas wajib- lfxlemafuhi ; kebijalian" yé.iig

ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ‘tugas 'sei‘ta' =

memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan- masmgw;

masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Setiap Pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari .bé:iﬁfahén' dan

menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan 1aporan dalam memberﬂ{an“{ SRR

saran pertimbangan kepada Kepala Dirias ‘melalui - Sekretarls Uuna' ' '
dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakain, '

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 38

(1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desenirahsam dibeba:nkan pada:__':_: -

Anggaran Pendapatan dan Be}anja Daerah.

{(2) Pelaksanaan program ber dasarkan tugas pembantuan darl tugas 1&11'1113?&?. [
bersumber pada Anggaran Pendapatan da:a Belan Ja Negara ;

- BAB VIL o
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 39

{1} Uraian jabatan untuk setiap Jabatan di- lmgl{ungm Dmas dltetapkan oleh:_-:'-’ L

Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang»umdangan

(2) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang ber’samggung}awa drs btda:ﬂffﬁ i
organisasi memberikan asistensi - dan fasﬂ1ta31 terhadap -.penataan?_

organisasi Dinas sesuai ketentuan peratman perundarzg undangan

(3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan da_n kerja sarna dalam keglatan:;.
pembinaan dan pengendalian orgamsasa Dinas: sesuaz ketentuan peratm ané e

perundang-undangan.

{(4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsmya, agar seh,u uh anbatf
Administrasi dan Pejabat -~ Fungsional berpedoman _ pada ketenman

peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHMAN
Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlakuy, Pegawai. ASN ya’m“_ o
melaksanakan tugas pada Dinas tetap melaksanakan tugasnys sepanjang*_ 3

belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawalaﬂ

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan’ Gubernur Nomor'. R

113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F‘merm : |

serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kahmantan Baraif o v
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 13) sebagazmana'

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomior 93 :

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernnr Nomor 113 : ' : 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsz serta - :
Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi- Kahmantaﬂ .Baratf : 3 : L
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 94) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengtmdangan Per&turan .
Gubernur ini, dengan penempatannya dalam: Bem‘ta Daerah Pl‘OVll’iSl .

Kalimantan Barat.

Dltetapkan ch Pontlanak S

Diundangkan di Pontianak g '
Epags . ™ o

pada tanggal U DU e

SEKRETARIS DAERAHM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

-

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR =~
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